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ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan program negara dalam
mewujudkan negara maju dimulai dari pinggiran atau desa. Oleh
karenanya, pembangunan desa perlu regulasi yakni Undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Desa
Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan desa
berkembang dan perlu banyak pembangunan. Diantaranya, prihal
pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu diteliti dengan perspektif
Siyasah Dusturiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan
masalah yaitu bagaimana pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo menurut pasal 78 ayat 2
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana
pandangan siyasah dusturiyah terhadap pembangunan infrastruktur di
desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini menggunakan metode field research untuk
memperoleh data langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian ini
menggunakan teori siyasah dusturiyah. Penelitian ini bersifat kualitatif
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena
sosial atau peristiwa di lapangan. Selanjutnya dilakukan proses analisis
menggunakan metode deduktif yakni pendekatan yang menggunakan
logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian menjelaskan objek
kajian yang terdapat dalam data lapangan dan teori siyasah dusturiyah
sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku
jurnal dan Undang-undang yang terkait sebagai data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian, pembangunan infrastruktur desa
Hargotirto sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang desa.. Kemudian ditinjau dari segi siyasah dusturiyah maka
secara umum pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto kecamatan
Kokap kabupaten Kulon Progo ini telah memenuhi unsur siyasah
dusturiyah yaitu pembangunan infrastruktur desa demi kemaslahatan
umat.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur Desa, Undang-Undang Desa,
Siyasah Dusturiyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam
tulisan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah
pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-
Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arap | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif | Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
3 Ta’ T Te
& Sa’ S S (dengan titik di atas)
z Jim ) Je
z Ha’ H Ha (dengan titik di
bawah)
z Kha’ Kh K dan H
3 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J 7a Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Es dan Ye
U= Sad S Es (dengan titik di
bawah)
U= Déad D De (dengan titik di
bawah)
T& T Te (dengan titik di
bawah)
L 78’ Z Zet (dengan titik di
bawah)
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& ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef

] Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L ‘El

B Mim M ‘Em

o Nin N ‘En

9 Wawu W W

o Ha’ H Ha

3 Hamzah i Apostrof
$ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Badria Ditulis Muta’addidah

daxs Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbuitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat,
zakat dan sebagainya.

dasa Ditulis hikmah

i Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h



Ll gYIda) S Ditulis Karamah

al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hiduasap dengan harakat fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t

Bl

Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek [] fathah Ditulis A [ Kasrah Ditulis | 1 dammah
Ditulis U

O fathah Ditulis A
0 Kasrah Ditulis |
O Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 fathah+alif Ditulis A
idals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya” mati Ditulis A
SR Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
S Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
oA Ditulis furtad




F. Vokal Rangkap

1 fathah+ya’ mati Ditulis Al
aSiu Ditulis Bainakum

2 fathah+wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata Penulisan vokal
pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()

1 At Ditulis a’antum

2 AioSS il Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan

al.
1 ¢ A Ditulis Al-Qur’an
2 el Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang AliftLam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta

dihilangkan huruf | (el) nya.

Xi



1 elaudl Ditulis as-Sama
2 el Ditulis asy-Syams

I. Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang
Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Kata-kata dalam

rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1 uas Al ) Ditulis Zawi al-furtd

2 audl dal Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis,
mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit; seperti judul buku al Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi herasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Seleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan.
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yaitu Agama Islam.
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dapat penulis sebutkan satu persatu.
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Akhirnya "penyusun.|berharap. Semoga  skripsi ini dapat
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1
ditegaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia™.*

Pelaksanaan ~ otonomi  daerah tidak secara  otomatis
mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat
otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai
perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 eksistensi
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti
bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus
mengorbankan ' persatuan ' dan ' kesatuan. ‘dan ‘perwujudan Negara
Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial ‘budaya dan
pertahanan keamanan.?

Desa yang mandiri akan memberikan keleluasaan untuk

masyarakat dalam memberikan sumbangsi pemikiran maupun tenaga

! Ni’'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Perss), 2015,
him 212.

2 J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007),
him 209.



dalam memajukan desa yang berkemajuan. Dan tidak terbebani oleh
program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.
Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan
masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.®
Eksistensi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan impian sekaligus tantangan untuk Desa dalam
pembangunan pemerintahan desa. Penjelasan yang terkandung dalam
Undang-undang tersebut ~ memberikan sebuah arahan dimana
pemberdayaan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan
pemerintah dan masyarakat. Sehingga, terwujud pembangunan desa
yang di cita-citakan.
Adapun yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara
lain:
1. Pembangunan Desa: bertujuan meningkatkan . kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 ayat (112).



potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan;

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan;

3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.*

Sebagai komponen pemerintah dalam skala yang lebih kecil,
pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat
kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam
rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan
dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Begitu juga dengan pelaksanaan amanat yang
dibebanankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian
hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam

surat An-Nisa ayat 58 yang artinya :

YA
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Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang cukup
berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota hingga pemerintahan

Desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan

4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-3).
5 An-Nisa’ (4): 58.



lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di
masyarakat yaitu mengenai pembangunan yang ada di Desa Hargotirto,
khususnya pembangunan di bidang infrastruktur di Desa Hargotirto
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, sehingga perlu adanya suatu
kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan yang timbul di Desa

Hargotirto tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat diatas, penyusun dapat mengambil

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Menurut pasal 78 ayat
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?

2. Bagaiamana - pandangan  Siyasah - Dusturiyyah  terhadap
pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu
tujuan yang diharapkan-mampu dicapai-yaitu:

1. Menjelaskan ~pembangunan . Infrastruktur di.- Desa Hargotirto
Kecamatan Kokap Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

2. Menjelaskan Pandangan Siyasah dalam pembangunan Infrastruktur
di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Kegunaan mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua

sisi yaitu, yaitu:



1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya
dan penyusun khususnya terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif
Siyasah Dusturiyah.
2. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil penelitian tersebut bisa
bermanfat bagi masyarakat Desa Hargotirto dan dapat bermanfaat bagi

dunia akademik bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan
penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiyah dan penelitian terdahulu
baik yang berbentuk buku, skripsi, tesis, desertasi, jurnal, maupun tulisan
yang bersangkutan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Qonitah Mustikasari
Mahmudah dengan  judul “Peran Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan
Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Maslahah Mursalah) .5

Kedua, skripsi yang disusun oleh Fatchun-Na’im dengan judul
“Partisispasi:Masyarakat dan Peran; Pemerintah Desa.dalam Proses
Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta”. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia

menyatakan bahwa pemerintan desa tunjungharjo harus lebih terbuka

6 Qonitah Mustikasari Mahmudah “Peran Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan di Desa Duwet Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten (Perspektif Maslahah Mursalah).



dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena, pemerintah desa
mempunyai  kewajiban untuk memberikan informasi kepada
masyarakatnya.’

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiglaliyah dengan
judul “ Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru
Kabupaten Sumenep). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitianya ia
menyatakan bahwa tinjauan serta kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kerjasama. Penelitian
tersebut menggunakan pendekatan normative-empiris mengenai
implementasi ketentuan hokum tertentu, dengan teori Negara Kesatuan
dan Otonomi Daerah.®

Keempat, skripsi disusun oleh Nabila Puspita dengan judul
“Tinjauan Figh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan). Sebagai hasil kesimpulan dari
penelitianya penyusun menyatakan bahwa Kepada Kepala Desadan BPD
diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangun-pembangunan
tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa

dan BPD diharapkan - untuk ikutserta dan berperan aktif dalam

" Fatchun Na’im “Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam
Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2016.

8 Ulfatul Istiglaliyah “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan
Rubaru Kabupaten Sumenep).” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2014.



pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang
optimal dan tercapainya hidup sejahtera.’

Kelima, skripsi disusun oleh Reka Marsela dengan judul
“Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figih Siyasah (Studi di Desa
Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung
Utara). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan
bahwa Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri
Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari
aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi,
kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur.
Seperti pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana diantaranya
perbaikkan jalan, perbaikkan gorong-gorong, pembuatan bendungan
adanya saluran air bersih, kantor desa dan sarana desa lainnya.*°

Namun dari penelusuran yang sudah dilakukan, penyusun tidak
menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai
Pembangunan Infrastruktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Kerangka Teori
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Menurut pasal 1,-23, dan .25 Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

% Nabila Puspita “Tinjauan Figh Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dna BPD
dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang,Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, 2018.

10 Reka Marsela “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figih Siyasah (Studi di
Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).”
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2018.



pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa
di selenggarakan oleh pemerintah Desa pemerintahan Desa terdiri dari
Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dalam tahap pembangunan desa terdapat pada pasal 78 ayat 2 Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Perencanaan,
Pelaksanaan dan pemantauan dan pengawasan. Tahapan tersebut
dijabarkan dalam beberapa pasal yakni pasal (79) tentang perencanaan,
pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan
pengawasan.

Perencanaan Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan
suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang
matang, sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebut bahwa
perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisitatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian  sumberdaya ‘desa dalam rangka
mencapai pembangunan-desa. Yakni; penyusunan-RKP, RPJM Desa,
MusDus, MusyDes, MusRenBangDes sampai Penyusuna RAB.

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah
Desa dengan melibatkan selurun masyarakat Desa dengan semangat
gotong -royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan

Desa, yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan.



Pemantauan dan Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam
pembangunan desa sesuai pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat,
Daerah, Desa dan Masyarakat Desa.

2. Fikih Siyasah Dustariyyah

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang
akan digunakan penelitian adalah Fikih Siyasah Dustiriyyah.

Kata Figh berasal dari fagaha-yafquhu-fighan. Secara bahasa,
pengertian figh adalah “paham yang mendalam”.** Figh secara
etimologis  adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari
maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap
maksud-maksud perkataan dan perbuatan.*?

Secara terminologis figh adalah pengetahuan tentang hukum-
hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di
peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau
hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan
sunnah).t?

Figh Siyasah Dustiriyyah sama halnya dengan undang-undang
dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan
dalam menegakkan. hukum.. Menurut- Abdul Khallaf Wahab dalam
bukunya yang berjudul /Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, prinsip-prinsip yang
diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah
jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan

kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi

IMuhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstuaisasi: Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), him 2.

12 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Jakarta :Raja Grafindo, 1994), him 21.

3 1bid, him. 22.
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sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi
ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-
undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material,
sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber
penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi
pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam
sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara
pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan
kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat
dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang
bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya.
Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa
masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita
masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui
penguasa.

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian fikih siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara. Didalamnya dibahas
antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan-dalam suatu negara), legislasi
(bagaimana cara perumusan-undang-undang), fembaga demokrasi dan
syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian
ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga

negara yang wajib dilindungi.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan
atau field research, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk
memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan
pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Untuk itu ciri-ciri dari
hasil penelitian ini tidak berupa angka, melainkan seperti sikap, tingkah
laku dan pendapat.**
2. Lokasi Penelitian,

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Hargotirto Kecamatan
Kokap Kabupaten Kulon Progo.
3. Penelitian ini mengambil metode Field research, yang dimaksud
adalah memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang
lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.
4. Pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Desa Hargatirto.dan Perangkat Desa.
b. Masyarakat Desa Hargotirtos
5. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Data Primer
Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung

dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui

14 Suprapto, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Penerbit Universitas
Terbuka, 2009), him 13.
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penelitian.® Jadi penyusun mendapat data dari hasil wawancara
dengan narasumber di lapangan, yaitu Kepala Desa Hargotirto,

Perangkat Desa dan masyarakat Desa Hargotirto.

. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa

buku-buku literature, jurnal, undang-undang, kamus dan karya

ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan

sekunder yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

5. Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang

analisis mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a.

Observasi

Observasi ~—adalah metode ;atau: cara ~menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.®

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,

2014), him. 12.

16 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka

Cipta. 2008), him. 94.
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b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara

pewawancara sebagai pemberi pertanyaanya dengan Yyang

diwawancarai sebagai narasumber.’”  Dalam penelitian ini

peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti

Perangkat Desa dan masyarakat desa Hargotirto. Guna

mendapatkan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada

dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk

mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan

catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat,

lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.
7. Analisis Data

Data yang digunakan setelah data terkumpul dianalisa dengan
cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses dengan menggunakan
metode deduktif, pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik
sebuah kesimpulan. Pendekatan' ini juga sering disebut analisis dari
sesuatu yang umum Ke sesuatu yang khusus. Pemeriksaan terhadap data
yang sudah terkumpul, karyailmiah dan peraturan perundang-undangan
digunakan peneliti untuk memahami Pembangunan Infrastruktur di Desa
Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif

Siyasah Dusturiyah.

17 1bid, him 188.
18 1bid, him 158.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “ Pembangunan Infrastruktur di
Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif
Siyasah Dustiriyyah “ sistematika penulisan yang digunakan dan
tersusun adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan gambaran umum penetilian yang akan dilakukan oleh
penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan
digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga berisi uraian tentang gambaran umum dan
pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto.

Bab Keempat berisi analisis permasalahan mengacu pada teori
yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan

saran atas penulisan skripst ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil
penelitian tentang pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo perspektif siyasah
dusturiyah. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal
diantaranya:

1. Aparatur pemerintah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap
Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan amanat Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai
pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.
Pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan.
Adapun faktor yang memperhambat pelaksanaan pembangunan di
Desa Hargotirto, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan
medan yang menjadi alasan.

2. Figh Siyasah. Dustdriyyah ‘adalah bagian- figh - siyasah yang
membahas tentang perundang-undangan. Pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto menurut Siyasah
Dustlriyyah ada Siyasah Tasyri’iyyah (perencanaan), Siyasah
Tanfidziyyah (pelaksanaan) dan konsep hisbah (pengawasan).
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Hargotirto
persepktif Siyasah Dustdriyyah sudah sesuai. Mulai dari

perencanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan
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pembangunan infrastruktur ~ sampai pada  pengawasan
pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan konsep Siyasah
Dustlriyyah. Kepala negara/khilafah harus bisa memberikan
manfaat kepada rakyat, adil, transparan dan mampu
mensejahterakan  rakyat lewat  program-program  yang
dilaksanakannya.

B. Saran

1. Perlu di lakukan sosialisasi aparatur pemerintahan Desa dengan
masyarakat mengenai rencana pembanguanan Desa sebelum
terlaksana, agar terdapat masukan-masukan dari perwakilan
masyarakat ataupun warga.

2. Di tunjukan kepada pemerintahan Desa Hargotirto, sebaiknya
aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran
pendapatan dan belanja Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan

sejahtera.
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LAMPIRAN

Terjemahan Al-Qur’an

No | Halaman | Bab | Foot Terjemahan
Note
1. |4 I 6 Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu

menyampaikan amanat
kepada  yang  berhak
menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila
menetapkan  hukum  di
antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha
Melihat.

2. |80 v |58 Dan hendaklah ada di
antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada
kebijakan, menyuruh
kepada yang ma’ruf dan
mencegah  dari  yang
munkar, merekalah orang-
orang yang-beruntung
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Terjemahan Hadis

No. | Halaman | Bab | Foot Terjemahan
Note
1. (32 ] 26 Tidak dapat dimungkiri
bahwa perubahan hukum
terjadi karena perubahan
zaman
2. |33 ] 27 Menghindari bahaya lebih

diutamakan dari meraih
manfaat
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